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ABSTRAK 

Sistem ekonomi merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai bagi umat manusia. Seandainya 

sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan agama, akan menjadi sarana 

yang dapat memberikan kepuasan bagi setiap kebutuhan masyarakat. Melakukan kegiatan 

ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah 

satunya adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilukan antara koperasi tani sejati dengan 

pihak non anggota. Dalam pengertian pinjam meminjam yang terdapat pada undang-undang 

nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang dimana kegiatan usaha simpan pinjam 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Tetapi dalam praktiknya koperasi tani 

sejati juga melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan pihak diluar anggotanya dengan 

alasan harus memutar modal untuk koperasi, karena kurangnya kesadaran dari pihak anggota 

dalam melakukan usaha simpan pinjam dengan koperasi. 

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana praktik transaksi 

pinjaman kepada non-anggota dikoperasi tani sejati?. Bagaimana transaksi pinjaman kepada 

non anggota di koperasi Tani Sejati berdasarkan prinsip hukum Islam?. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik dengan 

menggunakan teori Maslaḥah Mursalaḥ sebagai kajian hukum islam dan undang-undang 

nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai hukum positif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik pinjaman kepada non anggota 

Koperasi Tani Sejati Dusun Gembes Desa Masaran Munjungan Trenggalek Jawa Timur 

ditinjauan dari hukum islam serta penerapan undang-undang nomor 17 tahun 2012, maka 

penyusun menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi praktik pinjaman antara koperasi tani 

sejati dan pihak non anggota karena kurang adanya kesadaran dari anggota koperasi dalam 

menjalankan usaha simpam pinjam didalam koperasi. Akan tetapi dalam praktik pinjaman non 

anggota di koperasui tani sejati ada unsur saling tolong menolong sebagai konsep Maslaḥah 

Mursalaḥ antara pihak koperasi dan pihak non anggota. Sehingga praktik pinjaman tersebut 

sudah memenuhi rukun dan syarat syahnya praktik pinjaman dalam hukum islam, sehingga 

praktik ini syah dan diperbolehkan. Maka konsep Maslaḥah Mursalaḥ sejalan dengan adanya 

unsur kemanfaatan bagi pihak non anggota dan pihak koperasi. Maslaḥah tersebut terlihat dari 

bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik pinjam meminjam antara pihak koperasi dan 

pihak non anggota, dampak dari praktik pinjaman tersebut dapat dirasakan oleh kedua belah 

pihak baik dari pihak koperasi maupun pihak non anggota. Keuntungan yang dirasakan oleh 

pihak koperasi adalah dapat memutarkan modal yang didapat dari praktik pinjaman dengan 

non anggota, sedangkan keuntungan bagi pihak non anggota adalah mendapatkan modal yang 

besar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 

 

Kata kunci : Maslaḥah mursalaḥ, keanggotaan, pinjam meminjam. 

 

  Abstrak kok 
belom dibuat.... 
buat dengan 
singkat padat 
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MOTTO 

Ora kabeh wong pinter kuwi bener, ora kabeh wong bener kuwi pinter. Lan akeh wong bener 

senajan ora pinter, lan akeh wong pinter senajan ora bener. Minterno wong bener kuwi 

gampang, tinimbang mbenerke wong pinter. (Alm. KH. Maimun Zubair)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Hā’ 

Khā’ 

Dal 

Żal 

Rā’ 

Zai 

Sīn 

Syīn 

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā’ 

Ẓā’ 

‘Ayn 

……. 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

…’… 

tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (dengan titik di bawah) 

Je 

Ha (dengan titik di bawah) 

Ka dan Ha 

De 

Zet (dengan titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (dengan titik di bawah) 

De (dengan titik di bawah) 

Te (dengan titik di bawah) 

Zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
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 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ه

 ء

 ي

Gayn 

Fā’ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mīm 

Nūn 

Waw 

Hā’ 

Hamzah 

Yā’ 

 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

…’… 

Y 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعددّة

 Ditulis ‘iddah عدةّ

 

C. Ta’ marbūtah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis h: 

 Ditulis Ḥikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya) 



x 
 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’ 

لاولياءكرامةا  Ditulis Karāmah al-auliya’ 

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah ditulis h 

 Ditulis Zakātul fiṭri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

َ Fathah Ditulis A 

ِ Kasrah Ditulis I 

ُ Ḍammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Faṭḥah + alif جاهلية Ditulis Ᾱ :Jāhiliyah 

Faṭḥah + ya’ mati تنسى Ditulis Ᾱ : Tansā 

Kasraḥ + ya’ mati كريم Ditulis Ī : Karīm 

Ḍammah + wawu mati فروض Ditulis Ū : Furūḍ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah ya’ mati بينكم Ditulis Ai : “Bainakum” 



xi 
 

Fathah wawu mati قول Dtulis Au : “Qaul” 

 

G. Vokal pendek yang berurutan da;am satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدتّ

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 Ditulis Al-Qur’ān القران

 Ditulis Al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis żawi al-furūḍ ذوي الفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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J. Pengecualian 
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seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, 

Mizan. 

e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, 

mislanya Ibnu Mandzur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem ekonomi merupakan suatu rahmat yang tidak ternilai bagi umat 

manusia. Seandainya sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan 

sesuai dengan agama, akan menjadi sarana yang dapat memberikan kepuasan 

bagi setiap kebutuhan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi adalah 

merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

kegiatan itu diperoleh rezeki untuk melangsungkan hidupnya kemudian dapat 

melangsungkan hidupnya. Bagi orang islam, Alqur’an adalah petunjuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkeberadaan absolut. Sunnah 

Rasulullah saw berfungsi menjelaskan kandungan Alqur’an.1 

Dalam Islam, Allah swt tidak hanya mengatur kegiatan hubungan antara 

manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan 

manusia bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, yang kita 

kenal dengan mu’amalat.2 

Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam 

meminjam, sewa menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang 

                                                                 

1 Muhammad Ajaj Al-khatib, Ushul al-Hadis, cet. Ke- 1, (Beirut : Darul Fikr, 1989), hlm. 46. 

2 H.A Nawawi Rambe, Fiqh Islam, cet. Ke-1, (Jakarta : Duta Pahala ,1994), hlm. 411.  
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berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar 

persaingan tetap berjalan pada batas yang sewajar dan tidak ada pihak yang 

saling merugikan.3 

Seiring meningkatnya kebutuhan perokonomian yang semakin banyak 

dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup 

berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik dari kebutuhan 

primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu 

berinteraksi, berkerja sama dan saling tolong-menolong, karena dalam 

hakekatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan 

sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. 

Banyak cara dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada 

orang yang membutuhkan, antara lain, dengan memberikan pinjaman, utang 

piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaanya tersebut telah 

diatur dalam hukm islam. Islam sebagai agama mengatur segala urusan dalam 

kehidupan manusia, juga mengatur dalam perkara utang piutang atau simpan 

pinjam. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, 

karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan. 

                                                                 
3 Ibid, hlm. 19. 
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Utang piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur akan kebutuhan yang 

mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang 

atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia 

memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang 

satu dengan pihak yang lainnya dan objek diperjanjikan pada umumnya adalah 

uang.4 

Koperasi sebagai lembaga yang legal berdasarkan peraturan undang-

undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan salah satu lembaga 

yang menyediakan jasa utang piutang atau simpan pinjam selain bank. Yang 

kini keberadaanya semakin diminati oleh sebagian masyarakat, dikarenakan 

dalam proses mengajukan pinjaman lebih mudah dan cepat. 

Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk 

mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan 

sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan 

Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional 

berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka 

menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa 

pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan 

Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah 

                                                                 
4 Gatot Supramono, perjanjian utang piutang, (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 9.  
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usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota 

sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh 

tantangan, bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan 

ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan 

Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam 

Rangka Demokrasi Ekonomi. 

Dalam praktik di masyarakat yang seharusnya koperasi simpan pinjam 

hanya melakukan kegiatan simpan pinjam hanya kepada anggotanya saja. 

Seperti yang tertulis dalam UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada 

pasal 1 ayat (13) dan (14). Simpanan menurut ayat 13 adalah sejumlah uang 

yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan 

memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Pinjaman 

menurut ayat 14 adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada 

Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan 

peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.5 

Pengertian mengenai simpan pinjam pada pasal 1 tadi juga di pertegas 

lagi di pasal 84 ayat (1) koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha 

pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota, 

(2) keperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang 

                                                                 
5 Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, pasal 1 ayat (13) dan (14) 
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pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota 

dan non anggota, (3) koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha 

pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non 

anggota, (4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Dari bunyi pasal 84 ayat 

(4) disitu dijelaskam bahwa koperasi simpan pinjam menjalankan usahanya 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Pengertian satu-satunya 

disini dapat bermakna tidak ada yang lain, jadi dapat disimpulkan bahwa 

koperasi simpan pinjam hanya melakukan usaha simpan pinjamnya hanya 

kepada anggotanya saja dan tidak ada yang menyebutkan koperasi simpan 

pinjam diperbolehkan melakukan usaha simpan pinjam kepada non anggota. 

dan mengenai peraturan yang memperbolehkan koperasi melakukan pelayanan 

kepada non anggota adalah jenis koperasi konsumen, koperasi produsen dan 

koperasi jasa non-simpan pinjam. 

 

Praktik pinjaman kepada non anggota seperti yang terjadi di Koperasi 

Tani Sejati Dusun gembes dikarenakan kurangnya partisipasi anggota dalam 

membantu program kerja koperasi, yaitu pelayana simpan pinjam. Oleh karena 

itu pihak koperasi dengan alasan harus memutarkan modal dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyaratakat pada 

umumya, sekaligus sebagai bagaian dari yang tidak terpisahkan dari tatanan 

perokonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Melakukan transaksi 
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pinjaman kepada non anggota, disini memunculkan kasus baru, dengan alasan 

kesejahteraan bersama, namun disisi lain juga melanggar peraturan yang ada 

yaitu undang-undang no.17 tahun 2012 tentang perkoperasian. 

Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembiayaan atau disebut al-Qardh 

itu adalah pinjaman yang bersifat untuk keperluan mendesak atau keadaan 

darurat. Memang dalam hukum Islam, seseorang tidak diperbolehkan 

meminjam untuk keperluan konsumtif, jika dipandang tidak perlu, maka 

diharamkan meminjam uang. Kebiasaan dari masyarakat dalam menentukan 

keputusan untuk mengambil pinjaman tersebut untuk keperluan konsumtif 

seperti mengajukan untuk kredit kendaraan bermotor, bahkan setiap bulan 

ramadhan, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena dampaknya 

yang buruk baik secara individu maupun sosial, sedangkan Islam sendiri 

melarang untuk berperilaku konsumtif secara berlebihan dan pemenuhan 

konsumsi hendaknya didasarkan pada motif untuk memenuhi kebutuhan yang 

diarahkan pada sebuah kemanfaatan bukannya sebuah kemubaziran. Pola 

hidup masyarakat yang konsumtif sehingga masyarakat memaksakan diri 

untuk memenuhi hal-hal diluar kemampuan ekonomi bagi dirinya sendiri dan 

tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. 

Seperti yang telah banyak diketahui selain hal dengan bank syariah, 

karena selain dengan konsep bagi hasil bank syariah juga mengenal istilah kata 

“ḥassan” dalam bahasa Arab ”iḥsan” yang berarti kebaikan kepada orang lain.6 

                                                                 
6 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 342. 
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Banyak disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis bahwa sebagai umat muslim, 

kita diwajibkan untuk berbuat baik dalam konteks ini adalah qardh sebagai 

bentuk implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai pembawa 

misi Islam adalah agama Rahmatan lil Alamin, tidak terbatas dalam lingkup 

masyarakat Islam tapi seluruh lapisan masyarakat. 

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan qard adalah sebagai 

berikut: 

1. Al-Qur’an: Surat al-Baqarah: 2457 

من ذاا لذّي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه لهٓ اضعا فا ڪثيرة ۗ والله يقبض ويبصۜط ۖ  واليه 

{٥٤٢ترجعون }  

2. Al-Qur’an: Surat al-Baqarah, ayat 280.8 

ٰ فنظرة ذوعسرة ن كا وٳن ٰ ٳلی 
 
ٰ وٲن ميسرة {٠٨٢} تعلمونٰ كنتم ٳن  لكم ٰ خير قوا تصد   

ن كا   : Dia (orang yang berhutang) 

 Mempunyai kesukaran (untuk membayar karena miskin) : ذوعسرة

 Maka berilah tangguh9 :  فنظرة

                                                                 

7 Al-Baqarah (2): 247. 

8 Al-Baqarah (2): 280. 

9 Taufik Damas, dkk, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Al-Ahkam, (Jakarta: PT. Suara Agung, 

2014), hlm. 48. 
 



8 
 

 

 

Surah Al-Baqarah ayat 280 berisi tentang anjuran untuk menangguhkan hutang jika 

pihak yang menghutang ada dalam keadaan yang sulit, berilah dia tangguh sampai 

dia lapang dan bahkan menyedekahkan sebagian atas semua hutang itu. Kalau 

demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah 

meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang10, karena al-qardh 

termasuk transaksi irfaq (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum 

muslimin11. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dengan 

merinci dalam bentuk peertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik transaksi pinjam meminjam kepada non anggota 

dikoperasi tani sejati.? 

2. Bagaimana transaksi pinjam meminjam kepada non anggota di koperasi 

Tani Sejati berdasarkan prinsip hukum Islam? 

C. Tujuan dan manfaat 

1. Tujuan penelitian 

                                                                 
10 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 588-

594. 

 
11 Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Mazhab, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 171. 
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a. Untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam kepada 

 non-anggota di kepersi tani SEJATI. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik simpan pinjam kepada non-

anggota  sesuai dengan prinsip hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktik 

pinjaman kepada non anggota di koperasi simpan pinjam berdasarkan 

hukum islam dan hukum positif atau undang-undang yang berlaku. 

Sehingga dapat dijadikan referensi dalam bentuk bahan kajian ilmiah. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya 

mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap Praktik 

pinjaman kepada non anggota di koperasi simpan pinjam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam 

bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai 

praktik simpan pinjam kepada non anggota berdasarkan tinjauan hukum 

islam dan hukum positif.   



10 
 

 

E. Telaah pustaka 

Analisis kajian terhadap hasil penelitan pinjaman di koperasi simpan pinjam 

dalam penelitian karya ilmiah, skripsi, desertasi, tersis, dan jurnal. Telaah 

pustaka ini berujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki hubungan topik penelitian atau keterkaitan 

topik, sehingga tidak terdapat pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam 

penelusuran awal penulis menemukan tema penelitian yang memiliki 

keterkaitan antara lain: 

Hasil penelitian Yusnita Dasim berupa jurnal iain-manado.ac.id pada 

tahun 2016 tantang “Mekanisme simpan pinjam di Koperasi Sinar Mas dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar 

Kelurahan, calaca)”. Dalam penelitian penulis menggunakan kerangka teori 

Ariyah. Ariayah adalah hama untuk barang yang di pinjam oleh umat manusia 

secara bergiliran diantara mereka. Perkataan itu di ambil dari masdar at-

ta’awur dengan memakai artinya perkataan at-tadawul12. 

Hasil penelitian dari Endi Sarwoko berupa jurnal Modernisasi pada tahun 

2009 tentang “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya 

Pengembangan UMKM di Kabupaten malang”. Potensi-potensi KSP di 

antaranya adalah mendorong pertumbuhan sector rill khususnya UMKM, 

mampu menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara koperasi-

                                                                 
12 Yusnita Dasim “Mekanisme simpan pinjam di Koperasi Sinar Mas dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan, calaca)”, journal.iain-

manado.ac.id, 2016. 
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UMKM mampu mengembangkan jaringan antar KSP untuk perluasan akses, 

dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu memobilasi dana masyarakat dan 

menyalurkan pada sector rill khususnya UMKM13. 

Hasil penelitian dari Rutrid Sidiq M pada tahun 2014 tentang “Peran 

Koperasi Simpan Pinjam dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi 

Tingkat Kemiskinan di Makasar”, koperasi simpam pinjam Dana Niaga 

Syariah dalam penerapan produk-produknya yang berbasis syariah yakni 

produk penghimpun dana seperti: tabungan harian, simpana berjangka, dan 

penyaluran dana seperti: pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan ar-rahn ditengan masyarkat itu sudah memberikan kontribusi yang 

dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kecil14. 

Hasil penelitian dari Arthapati Wicaksana berupa jurnal “Tinjauan 

Mengenai Penyelenggaraan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang 

Melayani Nasabah diluar Anggota”. Koperasi simpan pinjam Gratama 

Microfinance merupakan salah satu koperasi simpan pinjam di Indonesia yang 

salah satu penyelenggaraan pelayanannya hanya melayani anggota. Bagi 

masyarakat yang ingin menghimpun atau meminjam dana dari koperasi simpan 

pinjam Gratama Microfinance, prosedur dari Gratama Microfinance 

mengharuskan calon debitnya untuk menjadi anggota terlebih dahulu dengan 

                                                                 

13 Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan 

UMKM di Kabupaten malang”, junal modernisasi, vol 5, nomor 3, oktober 2009. 

14 Rutrid Sidiq M “Peran Koperasi Simpan Pinjam dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif 

Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar”, skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014. 
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pemberitahuan dengan cara lisan dan tertulis. Dalam proses pencairan 

pinjaman, uang yang akan dipinjamkan kepada calon debitur akan terlebih 

dahulu dipotong untuk biaya adminisgtrasi dan simpanan pokok anggota15. 

Hasil penelitian dari Affifudin Affifudin berupa jurnal USM Law Review 

pada tahun 2018 tentang “Monopoli Koperasi Simpan pinjam di Tinjau dari 

Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian”. Perbedaan dari 

penelitia ini adalah dari teori yang digunakan untuk membahas mengenai 

pokok permasalahan, pada penelian dari Affifudi Affifudin masih 

menggunakan undang-undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 

Sedangkan penulis disini menggunakan undang-undang no.17 tahun 2012 

tentang perkoperasian16. 

Hasil penelitian dari Ariansah saputra Dinata, Dyah Aring Hepiana 

Lestari, Helvi Yanvika berupa jurnal JIIA pada tahun 2014 tentang, 

“Pendapatan Petani Jagung Anggota dan Non Anggota Koperasi Tani 

Makmur Desa Natar Kabupaten Lamopng Selatan”. Dalam jurnal ini secara 

khusus membahas mengenai data statistik pendapatan petani jagung anggota 

koperasi dan non anggota di koperasi tani makmur desa natar kabupaten 

lampung selatan, yang dimana pada hasil penelitian tersebut mendapatkan 

                                                                 

15 Arthapati Wicaksana, “Tinjauan Mengenai Penyelenggaraan dan pengawasan Koperasi 

Simpan Pinjam yang Melayani Nasabah diluar Anggota,” skripsi Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Indonesia, 2016. 

16 Affifudin Affifudin, “Monopoli Koperasi Simpan pinjam di Tinjau dari Undang-undang 

No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian,” jurnal USM Law Review, vol,no.1 Tahun 2018. 
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kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan rata-rata pendapatan usaha tani 

jagung anggota dan non anggota koperasi, rata-rata pendapatan petani jagung 

anggota koperasi lebih besar disbanding dengan rata-rata pendapatan petani 

jagung non anggota koperasi pada musim tanam pertama dan musim tanam 

kedua17. 

Hasil penelitian dari Hasanah, Azimah Hanifah berupa jurnal 

Muhammadiyah Manajemen Bisnis pada tahun 2020 tentang, “Implementasi 

Model Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)”. Berdasarkan dari 

hasil penelitian pada jurnal ini bahwa pelaksanaan implementasi model 

pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam sudah dilaksanakan ke 

koperasi yang menjadi objek pada penelitian tersebut. Pelaksanaan 

dilaksanakan dengan sosialisi model, hal ini dimaksudakan untuk memberikan 

sesuatu yang baru kepada koperasi tersebut untuk maju dan berkembang. 

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi oleh koperasi koperasi tersebut, 

seperti adanya kelemahan manajemen adalah disebabkan oleh tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan masih terbatas. 

Serta kelangkaan modal yang dimiliki koperasi masih terbatas, hal ini 

disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat kita yang masih lemah18. 

                                                                 

17 Ariansah saputra Dinata, Dyah Aring Hepiana Lestari, Helvi Yanvika, “Pendapatan Petani 

Jagung Anggota dan Non Anggota Koperasi Tani Makmur Desa Natar Kabupaten Lamopng 

Selatan,” jurnal JIIA, Vol 2 No.3, Juni 2014. 

18 Hasanah, Azimah Hanifah, “Implementasi Model Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP),” jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis, Vol 1, No.1, Februari 2020. 
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F. Kerangka Teori  

1. Maslaḥah al-Mursalaḥ 

Dalam syai’at Islam sumber hukum dilihat dari segi penggunannya 

terbagi menjadi dua. Pertama sumber hukum yang disepakati oleh jumhur 

ulama. Kedua sumber hukum yang diperselisihkan, dalam artian bahwa 

sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil (sumber), sementara yang 

lain tidak.19 

Pada dasarnya tidak ada masalah serius tentang al-Qur’an dan al-

Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Sebagai sumber hukum lapis 

kedua, ijma’ dan qiyas diterima oleh semua kalangan ilmuan hukum namun 

tidak untuk istiḥsan dan maslaḥah. Kendati dipersoalkan, istiḥsan sebagai 

preferensi masih memiliki legitimasi tekstual keagamaan. Sedangkan 

maslaḥah yang tidak memiliki legitimasi tekstual secara jelas, hanya 

segelintir ulama yang mendukung aplikasi teori tersebut. Secara khusus, 

maslaḥah memiliki citra kontrovesi yang lebih menarik dengan metode 

lainnya.20 

Maslaḥah oleh sebagian Fuqaha digunakan sebagai dasar (dalil) 

dalam menetapkan hukum islam, terhadap masalah-masalah yang mengenai 

                                                                 

19 Wahbah Azuhaili, Ushul al-fiqh al-Islam (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Cet. Ke-1. 1986), 

417. 

20 Hasnan Bachtiar, “Maslahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam”,dalam jurnal Ulumuddin, 

Volume IV, Tahun III, Januari-juni 2009, 277. 
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hal itu tidak didapatkan “nash” baik dari al-Qur’an maupun sunah, 

meskipun sebagian Fuqaha menolak untuk menggunakannya sebagai dalil 

dalam menetapkan sebagai suatu hukum. 

Maslaḥah al-Mursalaḥ dalam syari’ah Islam menepati tempat yang 

sangat setrategis karena syari’ah diturunkan Allah kepada manusia untuk 

kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka, bahkan syari’at Muhammad Saw 

diturunkan semata-mata sebagai rahmatan li al-‘alamin. Namun maslahat 

tesebut apabila diberikan kepada manusia untuk tanpa diberi format dan 

paradigma yang jelas dikhawatirkan manusia akan terjerumus pada 

kesenangan dan kemauan nafsu atas nama maslaḥah. 

Para Fuqaha yang menggunakan maslaḥah sebagai dalil hukum ada 

yang menggunakan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tetapi ada 

diantara mereka yang menggunakan secara longgar, bahkan ada pula 

diantara mereka yang menggunakannya sebagai dalil hukum meskipun ada 

dalil dari nash al-Qur’an atau sunah yang bertentangan dengannya, karena 

dalil maslaḥah jika sudah menjadi ketetapan akal manusia merupakan dalil 

yang qath’i sesuai dengan maslaḥah manusia yang sesungguhnya.21 

  Maslaḥah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 

manfaat.22Sedangkan secara terminologi, Maslaḥah dapat diartikan 

                                                                 
21 Abdul Mughits, kritik Nalar Fiqih Pesantren, (Jakarta: prenada Media Group, 2008),hlm. 

114-115.  
22 Husein Hamid Hasan, Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam. (Kairo: Dar al-Nahdhah 

al-’Arabiyah. 1971), hlm. 3-4. 
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mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam memelihara 

tujuan syara’ (hukum Islam).23 

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan 

aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ 

maka dinamakan maslaḥah. selain itu, untu menolak segala bentuk ke-

madhrat-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara’ tersebut, 

juga dinamakan maslaḥah. 

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus 

sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan 

manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada 

kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, 

yang dijadikan patokan dalam menetukan kemaslahatan itu adalah kehendak 

dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.24 

  Berikut istilah Maslaḥah menurut Wahbah Zuhaili25 

هي الاوصافاالتي تلا ئم تصرّ فات الشارع و مقاصده ولكن لم تشهد لها دليل معين من الشرع بالا 

 لغاء و يحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة اودفع مفسدة عن الناس

                                                                 
23 Harun , Jurnal Digital Ishraqi vol, 1(Januari-Juni 2009), hlm. 24. 
24 Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al Kutub 

al-’Ilmiyah’.1980), hlm. 286.  
25 Wahbah Zuhaili, ushul al-fiqh al-Islami, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1986), 

hlm. 757. 
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Al-Maslaḥah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan 

atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun 

tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai 

kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau 

maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan mahluk terletak 

pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan Al-

Maslaḥah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan 

syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan 

atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal 

mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap 

sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok 

dasar tersebut adalah Al-Maslaḥah, dan setiap sesuatu yang menafikan lima 

pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan juga menolaknya (sesuatu 

yang menafikan lima pokok dasar) adalah Al-Maslaḥah. 

1. Hukum positif 

Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian merupakan 

pengganti undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang 

memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi 

seabagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta 

terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai 

dan prinsip koperasi. 
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Dasar hukum undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 33 ayat (1) dan 

ayat (4) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, 

ketentuan tersebut sesuai dengan prinsisp koperasi, karena itu keperasi 

mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang 

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang 

mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-

seorang.26 

G. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah filed 

research (penelitian lapangan) dengan pendekatan hukum islam, yakni 

maslaḥah Mursalaḥ dan hukum positif, yakni undang-undang no.17 tahun 

2012 tentang perkoperasian. Sebagai dasar dalam meninjau praktik simpan 

pinjam kepada non-anggota di koperasi tani SEJATI. 

2. Sifat penelitian 

                                                                 
26 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian diakses pada hari selasa 

tanggal 19 mei 2020 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian
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Sifat peneltian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni 

menggambarkan dan menganalisis praktik simpan pinjam kepada non-

anggota di koperasi tani SEJATI. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Obsesrvasi 

Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau suatu 

objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan 

dari sebuah fenomena. Berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang 

telah diketahui sebelumnya, dan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan suatu penelitian. Proses 

dalam mencari atau mendapatkan informasi-informasi tersebut 

haruslah secara objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Observasi yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengamati 

tentang praktik simpan pinjam kepada non anggota yang dilakukan 

oleh koperasi tani SEJATI. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara 

dengan informan, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh 
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atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang 

sangat penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.27  

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung pengurus 

Koperasi Tani sejati dan pihak peminjam non anggota. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi terkait 

praktik pinjam peminjam di koperasi Tani Sejati. Wawancara juga 

bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas, sehingga dapat 

menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan suatu data dan 

informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi 

diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa 

untuk dipertanggungjawabkan. Dokumen yang didapat dari penelitian 

ini berupa formulir permohonan pinjaman, akta notaris pendirian 

koperasi, dan dokumen rapat anggota tahunan. 

4. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

analisis kualitatif, supaya dapat memperoleh kejelasan masalah yang 

                                                                 
27 Moh. Nazir, “Metode Penelitian”,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194. 



21 
 

 

menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian 

dianalisis dengan berpikir induktif. 

Cara berpikir ini akan menjelaskan bagaimana praktik simpan 

pinjam kepada non anggota di koperasi tani SEJATI. Untuk 

selanjutnya akan dianalisis menggunakan kerangka teori berdasarkan 

hukum islam dan hokum positif, sehingga nanti akan mendapatkan 

kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis mengenai hasil data-data yang telah dipeoleh dari 

wawancara atau yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang masalah yang sedang diteliti kemudian 

menyajikannya sebagai temuan secara khusus. Dalam meningkatkan 

pemahaman tentang penelitian tersebut perlu dilanjutkan dengan cara 

mencari makna (meaning). 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, yaitu peneliti melakukan analisis secara utuh terhadap data 

yang sudah terkumpul, sehingga terlihat terlihat suatu gambaran yang 

sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti dapat 

mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang 

telah disebutkan. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahsan yang di paparkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang dilanjutkan dengan 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang penguraian kerangka teori-teori 

yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalah dalam penelitian 

diantarnya, teori hukum islam yaitu Maslahal al-Mursalaḥ dan Syirkah sebagai 

landasan hukum mengenai praktik simpan pinjam kepada non anggota dan 

sebagai perbandingannya penulis juga menggunakan teori hukum positif yaitu 

Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai legalitas 

terjadinya praktik simpan pinjam kepada non anggota. 

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai praktik simpan 

pinjam kepada non anggota di koperasi tani sejati. 

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis yang dipadukan dengan 

teori yang telah dipaparkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu mengenai praktik simpan pinjam kepada non anggota di 

koperasi tani sejati. 
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Bab kelima, pada bab ini berisi tentang kesimpualan mengenai hasil 

peelitian berdasarkan analilis dengan teori-teori yang telah di paparkan, serta 

saran jika pada penelitian ini ada kelemahan dan kekurangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik pinjaman kepada non 

anaggota Koperasi Tani Sejati Dusun Gembes Desa Masaran Munjungan 

Trenggalek Jawa Timur ditinjauan dari hukum islam serta penerapan undang-

undang nomor 17 tahun 2012 bab v (keanggotaan), maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adapun praktik pinjaman non anggota di Koperasi Tani Sejati Desa 

Masaran sudah memenuhi rukun dan syarat syahnya praktik pinjaman 

dalam Hukum Islam, sehingga praktik ini syah dan diperbolehkan.  

Adapun langkah-langkah dalam pengajuan pinjaman non anggota adalah 

sebagai berikut: 

a. Pihak non anggota mengajukan pinjaman kepada koperasi 

b. Pihak non anggota memberikan penjelasan mengenai untuk apa uang 

dari pinjaman tersebut 

c. Pihak koperasi mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai 

prosedur 

d. Pihak koperasi mensetujuai pengajuan pinjaman 

e. Pihak non anggota mengisi formulir pinjaman 

Adapun syarat-syarat pengajuan pinjaman non anggota di koperasi 

Tani Sejati Gembes Desa Masaran: 
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a. Memenuhi kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan 

hukum (dewasa tidak dalam perwalian). 

b. Masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di wilayah 

kabupaten trenggalek. 

c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha 

koperasi. 

d. Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk membayar dan 

melunasi simpanan pokok. 

e. Menyatakan secara tertulis untuk menjadi anggota koperasi dan 

kesediaan untuk mematuhi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga 

dan peraturan pelaksanaan. 

f. Bermata pencaharian swasta atau wiraswasta. 

2. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa antara 

peraturan yang ada mengenai praktik pinjaman non anggota di Koperasi 

Tani Sejati Gembes Desa Masaran, hal tersebut dapat diartikan bahwa 

konsep maslaḥah Mursalaḥ sejalan dengan adanya unsur kemanfaatan 

bagi pihak non anggota dan pihak koperasi. Maslaḥah tersebut terlihat dari 

bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik pinjaman antara pihak 

koperasi dan pihak non anggota, dampak dari praktik pinjaman tersebut 

dapat dirasakan oleh kedua belah pihak baik dari pihak koperasi maupun 

pihak non anggota. Keuntungan yang di rasakan oleh pihak koperasi 

adalah dapat memutarkan modal yang didapat dari praktik pinjaman 

kepada non anggota, sedangkan keuntungan bagi pihak non anggota 
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adalah mendapatkan modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendesak. 

B. Saran 

1. Bagi pihak koperasi Tani Sejati Gembes Desa. Masaran: 

a. Pihak koperasi seharusnya lebih memperjelas perjanjian, sehingga 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 

b. Pihak koperasi alangkah baiknya lebih meningkatkan pelayanan. 

c. Bagi pihak koperasi alangkah baiknya selalu memperhatikan prinsip-

prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang 

dilarang oleh Islam. 

2. Bagi pihak non anggota: 

a. Pihak non anggota yang meminjam alangkah baiknya lebih 

bertanggungjawab dalam melunasi pinjamannya. 
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